
PERATURAN BUPATI BEKASI 

TENTANG 

UNIT LA YANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN JASA PEMERINTAN 
KABUPATEN BEKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

a bawa dalam tang.a Optimalirsas.i darn efekt.ft.as 

Pelvanan Pengadaan Barang dan Jasa (i Kabupaten 

Bekasi, Unit Layana Pengadaan (ULP') Barang dan 

Jarsa Pemenintah Kabupaten Bekars, yang semula tela 

ditetap.an fnelalui Peraturan Bupat Bek.asi Noor 29 

Tahun 2013, per'u ditin#au dan disesuakan kembali 

p bahwa berdasaran pertirnbanga sebagainaner 
dimaksud pada huruf a di atars maka penyesuaany.a 

tersebut pertu dtetapk.an kembali melalui Peraturan 

Bupatr 

Mengi9at • Undang-Udang Nomor 14 Tahun 195 

Pembertukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lingkungain Propinsi Jaws Beat (Benita Negara 

Tabun 1950 

2.undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pool­ 

Pokok Kepegawaan sebagairman.a telath diubah den9an 

tdang-Undang Noror 43 Tahun 1999 tentang 

perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1974 

tentang PokokPokok Kepegarwaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tatun 1999 Noor 169 Tarn.baha 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nor 3890 



3 Lundang-Undang Noor 32 faun 2004 tentag 

Pererintahan Daerah (Lembaran Negara Tatun 2004 

Nomor 125 Tambahan Lerbaran Negara 

iomor 44/)sebagairaatela beboapaal ubah 

terakhit dengan Undang-Undang Nomor 12 Taun 

2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Norm&r 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik llonesia Tahun 2008 

Nonor 59, Tabahan Lembaran Negara Republke 

Indonesia Noor 4844 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat a 

enerintah Daerah (Lemnbaran Negara Republik 

Indonesia Tatun 2004 Namnor 126 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 4438 

• UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
informasi dan Transaksi Elektrooik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nanor 58, Tabatha 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 

6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tertang 
Pela anan Publk (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nome 104, Tabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4424 

7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 

Nomor 82 Tambaha Lerbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234 

8. Peraturan Pererintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lenbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nm0or 140 

Tambahan Lembaran Negara Repubik tdones.ia 

Nomor 4578 



9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Perbinaan darn Pengawars.an 

Peelenggarag Pernerintah Daerah (Lenn.baa 

Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 

Tarnbahan Lemoaran Negara Republik Indonesia 

Nomer 4593 

10. Peraturan Permenintah Nomor 6 Tahu 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Miik NegaraDaerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nmor 2O 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nam 4609 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 

Pererintaha Daerah Provinsi dan Perenintahan 

Daerah Kabupaten/Gota (Lemnbaa Neg Fepub 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Norr 4737) 

12 Peraturan Pemerintah Nomnor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia iomr 4741) 

13 Peraturan resider Nomor 106 faun 2007 tentang 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah 

14 Peraturan Pres.iden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan [arang dan las.a Peenerintah 

sebagaimana telath diubah beberapa kal tera#hi 

dengan Peraturan Presiden Nooe 70 Tahun 2012 

tentang Perubahan Kedua Atars Peratuta Pres.iden 

Nomor 54 Tahun 2010 etag Pengadaan Barang 

dan Jas.a Pererinta 



15 Peraturan Menteti Dalamn Negeni Noror 13 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

vet»sane ten loan be ten 

dengan Peraturain Merten Dolan Negeni Nooe 2 

Tahun 2010 tentang Perubaha Kedua atag Peraturan 

Mentei Dalam Negeni Nomor 13 Talun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nono S 

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah 

17 peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor fl%tun 2014 

tenteng Perbentukan Produk Hulum Daerah (Benita 

Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Noenor 32 

18 peraturan Derah Kabupaten Bekasi Noor 6 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintaha Kabupaten 

Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bek.asi 

Tahun 2008 Nomor 6) 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Belkasi Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Bekasi (Lem.baa Daerah Kabupaten 

Bekasi Tahun 2009 Nomno 7) sebagaimana telah 

beberapa kali iubah terakhir denga Pecaturan 

Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 faun 2012 

tentang Perubatan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bekasi Nomor 7 TAhun 209 te0tang 

Organisagi Perang.art Daerah (Lernbaran Daerah 

Kabupaten Bekasi Tahu 2012 Nomor 8 



I 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG 

LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG DAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASl 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dala Perturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

Pemerintah Daerah adalah Bupat an Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemeritahan daerah 

2 Bupati adalah Bupati Bekasi 

3 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belasi 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dis.ebut SKPD Adalah 

Satuan Ketja Perangkat Da6rah Kabupaten Bek.at 

• Lit Laryaa Pengadaan Barang dan Jasa Pererintah Kabupaten 

Bekasi yang selanjutnya disebut UtP adalah unit organisasi yang bersifat 

non struktural dan befungsi melaksanakan pengadaan barang da jars.a 

di emerintah Kabupaten Bekasi yang berkeduduk.an pada Sekretaniat 

Daerah Kabupaten Bekasi 

Pengadaan Barang Jasa emetintah yang el@jutnya disebut deg.an 

Pengadaa Barang dan Vasa adala.h kegiatan unuk reperoleh arag 

dan Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi lainnya yang 

prosesya dirulat dart perencaaa kebutuhan $.a0p% dis.elesik0ya 

seluruh kegiatan untuk merperoleh Bara0g dan Jars.a 

7 p engg un a  Barang dan Jasa adalah Pejabat pemnegang kewenang.an 

penggunaan barang dan/atau jass milk Negara/Daerah di mer 

masing Satuan Kera Peragkat Daerah 

8. Kelompok Kera Pengadaan selanjutrya disingkat Polkja, adala.h T 

yang terditi atas Pegawai Negeni Sipit bersertifikat keahlian pengada 

barang darn jars.a yang Derinda.k sebag.a panitia pengaoaan yang 

bertugas untuk melaksa0aka periliha per/edia barag dan jars.a di 

dalam ULP 



9 Sertifiat Keahla Peng.a0aan Barang dan Jasa adata.h tanda bukei 

0eogauan attars orpeternsi darn kerarnpuan profesi dibi«dang 

pengadaan Datang darn jars.a pemenintah yang dikelaan ole.h lebaga 

yang beowenang 

10 ejabat Pembuat Komitme (pp adalah pejabat yang diangiat oleh 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran sebagai periti 

pekerjaan, yang De1tag9giarwab attars peaks.aa.a pen9aa 

barang/as.a 

1f pengguna Ang9garan yang selanjutrya disingkat PA adalah pejabat 

peregang ewea0gan penggunaa an9garan1 ntu mela.ks.aaka 

tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpunnya 

12 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutrya disingkat pA adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

pengguna anggaran alam melaksanakan sebagian tugas dan fungs 

SKPD 

13 Pejabat Pengadaan adalah personit yang meridid gertfiat keah.le 

pengadaan barang da jars.a yang dang#at oleh fee.guinea 

Anggaran/Kuas.a Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan 

barang/yasa pemerintah 

14 Panitia/ejabat enerima las.it Pekerjaan adalah panitia'pejabat yang 

dtetap#an oleh PA'KPA yang berfungsi memeriksa dan renerima hail 

peerjaan 

15. Aparat Pengawas intern emerintah atau Pengawars Intern pada SttuSl 

lain yang selanjutnya disingkat APIP aalah aparat yang melakuke 

pengarwas.an melaui a0ht. review, evaluars, peraaoan darn egat.a 

pengawars.an lain terhadap penyelengarea0 tugas dan fungsi or9a0is.a$ 

16. Penyedia Barang dan las.a adalah badan saha ata 0rang 

perseorangan yang menyediaian barang/peerjaan konstruksi/as.a 

onsultansi/jasa laiinnya 

17. Palcta integritas adalah surat perryataan yang berisi ikrar untuke 

0encegath dan tidak melakukan KOrupsi. Kolusi, da Nepotismne dale 

pengadaan barang dan jasa 

18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak bereud 

bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipaiat 

dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang 



19 Feleraa Konstruks adalah seluruh peerjaan yang bertubungan 

dengan pelasaraa ODStruksi bang0an aau per7boat.a wtu fires.id 

lainnya 

20. Jasa Konsultansi adalath jasa arya0an1 p/0fesi0al yang membutuhk.an 
keahlian tertentu dibertagal bidang keilruan yang me9utan.ak.an 

adanya olah pi.ir (brainwave) 

21 Jasa Lainya adalah jars.a yang membutuhk.an kemampuan tertentu yang 

engutaoak.an keterarpilan (silware) dalam suatu sistern tat.a .el0la 

yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyeesari.an suatu 

pekerjaan at.a segala pekeryaan da/ata peyeia jars.a selan jar.a 

kon8sultansi pelaksanaan pekejaan konstruksi damn pengad.aa bafang 
22 £Procurement adalah proses pengadaan barang darn jars.a pemerintah 

yang pelaksanaanya lakukan scar.a ele.troik yang berbasis 

web/internet dengan memantaatan fars.it.as teknologi koruniasi dan 

informasi yang meputi pelelagar urur secara elektroil yang 

diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Seara Elektronie 
23. Layanan Pengadaan Secara Elekronik yang selanijutnya disingkat Lose 

adalah LPSE Kabupaten Bekasi yang dibentuk untuk menyelenggaala 

system pelaryanan pen9araan barang/as.a secara elektronik maelalui 

http://lpse.bekasikab.go.id 

24 Swakelola adalath Pengadaan Barang da 4as.a imaa peke)aa.nnya 
direncanakan.dikerjakan da/atau diarwars sendini oleh SKPD sebagai 

penanggung [awab a099aa, is.tarsi pernemint.ah lain dan/atau 

elompok mars yat al.at 

25. Dokumen Pengadaa adalah dokuren yang ditetapi.an oleh 

UL/Pejabat Pengadaan yang meruat informnars dan ketentuan yang 
harus ditaati oleh para pihak daan proses pengadaan barag darn jars.a 

26. Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya dis.ebut Kontrale 

adalah perjanjia tertuhrs ant%a PK enga Peryedia Barang dan Jasa 

at.au pelaksa0a Swakelola 

2Pelelangan Ururn ad.ala.h 

barang/Pekerjaanonstruksi/Jasa Lain0ya utuk sema peejaan yang 

dapat dikut oleh semnua Peyedia Barang/Pekerjaan Konstruls/Jars.a 

lain0ya ya0g memenuhi syar at 



28 Pel elanga n  erbatas  adala etode pertain peyedia peketgaan 

onstruks untuk peer)aan konstrusi dengar purah penyeedia yang 

0aop melaksaoak.an diyair terbatars darn untuk pekerjaan yang 
kompleks 

29 elelangan sederhana adalah metode perihihan perydia barang/pas.a 

lainya untuk pekerjaan yang berrilai paling tinggi fRp 000.000 000. 
(lira miliar rupiah) 

30 Pemihihan langsung adalah metode pernithan peyedia peerjaan 
oostruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000 
(/ima miliar rupiah) 

31 Seleksi urum adalah metode perihihan penyedia jas.a konsultansi untuk 
pekeraan yang dapat dikuti ole sernua penyedia jars.a konsultansi yang 
merenuhi sya.rat 

32 Seleksi sederhana adalah metode permnithan penyedia jars konsulas 

untuk jars.a konsultansi yang bernilaii paling tinggi Rp. 200 000 .00,4du 

raturs yuta rupiah) 
33. Sayembara adalah metode perihihan penyedia gasa yang 

emperlombak.an gag.ars.an onisinil, reatifitars dan inovas tertentu yang 
hargabiayanya tidak dapat dietapkan berdasarkan hargasatua 

34. Kontes adalah metode perilihan perryedia barag yang 
memperlombak.an barang/bend.a tertentu yang tidal mernpunryai harga 
pasat dan yang harga/biaya tidak dapat ditetap.an beras.ark.an hag.a 
satuan 

35 Penunjukan langsung adalah metoe peril«ha peryedia barang/aa 
dengan cara menunjuk langsung 1 (satu peryedia barang/jars.a 

36. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang dan jasa lagsung 

epad.a penyedia barang dan jars.a tan.pa melalui 
pelelagan/seleksi/penuniukan langsung 

37 Surat jaminan yang selaniutnya disebut jarinan adalah jarinan tere 

ya0goers/fat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) yang 

dikeluaran oleh Bank Umu/Perusahaan Periarinan/Perusahaa 
Asuransi yang diserahkan oleh penyedia barang da jars.a epada 
PPKAUL untuk menjamin terperuhinya ewaban peryedia barang/jars.a 

38. Pekerjaan koopleks adalah peke[aan yang mererlu/an teknologi 
gg.mempunyai resiko tinggi menggunakan peralatan yang di design 
khusus dan/atau peierjaan yang berilai diatas Ro. 100 000.009 000. 
(seratus miliar rupiah) 

1 



39 Kualii.as ±a la  proses penilaian ko0petensi darn kera0puan us.a%a 
seta perenuhan persyara.ta terte0tu anoya dati peryedia barang/as.a 

40 Prakuahfkas adalah proses peniaian kualfasi yang lakukarr sebelumn 

pemasukan penawaran 

41 Pasca kualfkasi a0daah proses penilaian kualfikasi yang dilakuk.an 

setelah peas.uk.an pea war a. 

42. Pegawai Negeri Sipit selanjutrya disingkat PNS adalah Pegawai Neger 
Sipil sebagaimana imaksud dalam Udang-dang Nomnor 8 

Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepeg@rwaian sea.gairman.a telah 

dibah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 
43. Sekretariat Da&rah Kabupaten Bekasi adala unsur staf yang me0puny.al 

tugars darn kewaban membantu Bupati dalam menyusun kebiaka a 

mengkoordinasikan Dias Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai 

den9an peraturan perundang-undangan 

BAB IN 

PEMBENTUKAN 
Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Laryanan Pengadaan Barang dan 

Jasa Pemerintah Kabupaten Bek.asi 

BAB IN 

KEOUDUKAN DAN RUANG LINGKUP ULP 

asa 3 

(1) ULf secara tens fungsional dan arninistrarsi diaksaaka oleh Asistn 

Ekonomi dan Penbagunan pada Sekretariat Daeran Kabupaten Be.as 

tan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Seiretaris Daerah 

2y lugas pokok an kewenangan ULP meliputt 

a menyusun rencan& perile Perredia arang dan as.a 

b. menetap±an dolumen pengadaan 

menetaplan besaran nominal janinan penawaran 

d. mengurumka pelaksanaan Pengadaain Baran9 dan Jars di 

websitehttp ww.lose.be.asik.ab.go.id darn papan pengurTTa' 

resmi untuk mas yarakat serta mnenyarpaikan ke LPSE untu 

diumum.an dale Porta Pengadaan Naso0al 



e e la  uafk.a4/  Preda arang a 4aa melalui prakuafkas.i 

at pascal.ualifk.as 
f melakuka evaluarsi administrars teknis dan harga tertadap 

penawaran yagars.u 
g meyawab sang9ahan 
h menetapkan Penedia Barang dan Jasa untuke Peleliangan atau 

Penurjukan Langsung untuk paiet Pengadaan BarangPekerjaan 
Ko0struksi 4as.a Lainnya yang berrilai paling ting 

R100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah) atau 
menetapkan Peyedia Barang dan as.a untuk Seleksi atau 
Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jars.a Kinsult%g 
yang berilai paling tinggi PRp 10.000.000.000.00 (sepuluh mo#liar 
rupiah) 

f menyampaikan hasil perilihan darn penyerah'an salinan dokumen 
perilihan peryedia barang dan jars.a kepada pK 

k. menyipan dolumen asli perilihan peryedia barang/as.a 

I. membuat laporan mnengenai proses dan has.id pengaaan 

barang/jasa kepada Bupati 

m. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendini (pS) tan 
$pesifkasi teknis pekerjaan kepadg pp 

n meryusun dan melaksanak.an strategi Pengadaan Barang an Jars.a 

di Lingkungan UL 

o melaksanakan Pengadaan Barang dan las.a engan memnanfaartka 
teknologi informasi melaluiLPSE te procurement 

p. melaksanakan evaluasi terhadap proses Pengadaan Barang/Jes.a 

yang telah dilaksanakan dan mnembuat pertanggun9awaban 
mengenai proses dan hasit Pengadaan Barang dan Jars.a iepad.a 

Bupati 

q. mengusulk.an kepad% PAPA agar penyedia Barang dan Jasa yang 

melakukan perbuatan dan tindak.an seperti penipuan, pemats0an an 

pelanggaran lainnya untuk dikenak.an sanksi pencanturnan alam 

Daftar Hiam; dan 

r. memberikan sanksi adrministratf epada Penyecdia Baranga las.a 

yang melakuk.an pelanggaran, sesua per aturan yang belaku 



(1) Ruang longkup pelaksanaan tug.as UL meliputi pnyeienggaraa 

pengadaan barang dan jars.a peerintah daerah a.ng diruled da prose 

pelelangan/seleksi sampai engan peetapan peenang ya0g 
la.saaka sesai dengan peaturan perundangain yang Dela.u 

(2) Pengadaan barang dan jasa diluar pelelangan/seleisi sebagaimnana 

ha.sud paa aryart(1) dapat dilasaaan oleh Pejabat peg.adee 

masing-masing $KP sea 0den9an ketentuan peraturan perundag­ 

unoangan yang benaku 

(3) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk 

a Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruks.i/Jasa Lainrya dengan nidai 

diatas Rp.200.000.000.- (dua raturs juta rupiah); 

b Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas FRp. 50.000.000 
(lima puluhijuta rupiah) 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Bagia Kesatu 

Organisasi ULP 

Pas.al 5 

(1) Susunan Organisasi ULP terditi dari 

a Kepala 

b. Sekretanis 

c K0ordinator-koordinator Urusa; 

d Pok@japokjar dan 

e Tie Ahli 

(2) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada aval (lJ 
tercaotum dalam lamnpiran, yang merupaka bagian yang tidal 
terpisahkan dai Peraturan Bupati ini 



Bagian Kedua 

Kepala 
Pasal 6 

Kepala UL sebagairaa dimaksud pad Pas.al 5 ayat () huruf a 

me0punya tug.ars poo darn we0again 

a Meirmpin dan mengkoordiasik.an seluruh kegiatan ULP 
b Menysun Programn ker1a an a09gaa UL 

c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa dan 
0elapork.an apabola ala pe0impanga.n an/atau indiars perimnpaga. 

d embuat laporan pertaggu/giarwaban at.ars pelaks.anaan kegiat.an 
Penga0daan Barang an Jars.a kepad.a Bupati melalui Sekretars Daerah 

e Melaksanal.an pengembangan a pembinaan Surber Darya Manusia di 

ULP 

f. Menugaskan/Menempatkan/Memindahkan anggota Kelomgpok Kera 

sesuai dengan beban erja masing-masing Kelompok Kera ULP 

g Mengusulkan pemberhentian anggota Kelorpok Kerja ULP kepada 

Bupat, apabola terbukt meiakukan pelangaran peartura perundang­ 
nag.an dan/atau KKN 

(1) Dekretarat dipimpin oleh se0rang Sekretais dan dibant oieh 3 (iga) 

0rang Koordinator Urursan 
(2 K0ordinator Urusan sebagaimana dimnaksud pada ayat () terdint dari 

K0ordinator Urusan Administrasi, oordinator Urursan llukum an 
Sang9ah, serta K0ordinator Ursa Perencanaa 

(3) Sekretans sebagama0a dirnaksud pad.a aryat (1) bertugas membantu 

Kepala ULP a%lam melaksanakcan kegiatan ULP 

(4) Sekretan1at ULP meritiki fungsi 

a Melaksanakan Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian 
ketatausaaan, perlengapa1 an rurnah tag9a UL 

b Menginventarisas paet-palet yang ala dilelang/hrslelei 



- 

c lMer a p lan  dolmen pendukung dan informasi yang dibutuhka 

Polka ULP 

d Mernfasitars pelaksanaan periliha peryedia barang dan pas.a aeg 

dlaksanakan oleh Poija ULP 

e Meng@gendakan dan mengakormodir sang9aha ya0g 0isapa.an 

oleh penyehia barang dan jars.a 

f Mengelola system pen9a0aan darn system informnars data 

man800n pen9a07a8 auk menu utu peas.aa.an 

pengadaan barang dan jasa 
g Mengelola dokumen barang 0d.a1 188 

h Melakukan evaluars ter ha0dap pelasa0aa1 pen9aa.a a 

menyusun lapotan dan 
Meryiapk.an darn mengi0or(dinars.an tim teknis dala pr0es 

Pengadaan Barang dan las.a 

(5) Utuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat dan Pola Polka 

dibutuhkan Staf Pendukung terdiri dani NS yang dirtetaplan dengan 
Keputusan Kepale (LP gang jumlah personilry.a is.sailor die 

tugas-tugas yang diaks.aaka dan kerampua euan9an aera.h 

(6) Sta pendukung sebagar7aa irasud pada aryat (5) mnemnpunya tug.as 

membantu pelaksaa.an Pengadaan Bara9g 0an 4ars.a 

() Rincian tugars staf pendukung sebagai berikut 
a peryiapan Dahan penyusuna kebiark.an pengadaa barang tan 

jars.a, darn 

b penyapan Dahan perencanaan, pela.saa0an darn val.rs kine'ja 
pengadaan barang dan jasa 

(1) Kelompok Kerja sebagairnana dimaksud pada Pas.al 5 ayat (1) hue4 

erditi dan 

a. Kelorpok Kenya Pengadaan Barang 

b. Kelompok Kerja Pekerjaan Kongtrule 

c. Keloopok Kenya as.a Konsutarsi, darn 

d Kelompok Kerja jasa lain0ya 



Keaggota elorn.pol Kerja sebagaimana dinaksud pada ayat (1) 

terdin da 

a Ketua 

b Seretais, 0an 

c Anggota 

(3) kKelompok Kera sebagaimana dimnaksud pada ayat (f) mempunyai tugs 

melaksanaan proses periliha Pengataan Barang an 4as.a 

(4) Dalam melaksaaka Permiliha Penyedia Barang dan Jass Palcja UP 

memiii Tugag okk da Kewenangan 

a Meryuun rencan@a pernilhan peyedia Barang dan Jars.a 

b Menetap/kan Dolumen Pe0gadaan 

c Aeetapka besaran nominal Jarninan Penawaa 

d Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website 

KALDI mesing-masing dan papan pengururan resri untuk 

masarakat serta menyampaikan ke [st untuk diurumkan da la m  

Portal Pengadaan Nasional 

e. Menila kuaifikasi Penyedia Barang darn Jars.a melaui prakuaif.ars 

aau pas.ualifi.as 

Melakukan evaluarsl administrasi, teknis dan hag.a terha0ap 

penanwarat yang masuk 

g. Menyarwab sang9ahan 

h Mentapkan Penyeia Barang dan Jars.a untu 

1 elelangan atau penuniukan langsug untu paket pengaaan 

Barang/Pekerjaan Konstruks/Jasa lainnya yang bernilai paling 

tnggiRR 100.000.000.00O.O0 (seratus miliar rupiah) at.au 

2 Seleksi atau penunijukan langsung untuk palet pengadaan jars.a 

onsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000.OO 

(sep/uh miliar rupiah) 

Menyepaik.an has.i perilhan dan salinan Dokumen Pemihihan 

Peyedia Barang dan Jasa kepacg PK 

f Menyimnpan ouren asli perilihan Penyea Barang4as.a 

k. Membuat Laparan mengenai proses dan has.it Peng.aaan1 pal.a 

Kepala ULP 

Menyarpaikan berita acara hasil pelelangan kepa.jg pp realui 

kepala UL 

m. AMemberikan pertanggungyawa.ban atas pelaksanaan kegiata 

Pengadaan kepada PA/KA 

I 



n lMengusulk.an kpad pp (bita perlu) 

f penubahan HPS can/atau 

2 Perubaha spesifkasi teknis pekeraan bend 

pemberian penjelas.a 

0. Membenik.an data da informnars epada kepal.a UL merge.a 

Peryedia Barang dan Jasa ya0g melakukan perbatan Sept 

penipuan, pealsuan dan pela0g9aran lain0ya da. 

p Mengusulk.an bantua Tim Tekis darvata Tim Ahl lerpada Kepaa 

ULP 

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berasal dan 

tenaga ahli yang berstatus Pegawai Negeni Sip @pNS yang memilk 

keahliar/kualifikasi yang diperlukan dalam pengadaan Bara0g dan Jasa 

dan bertanggungiawab terhadap pelaksanaan pengadaan Barang dan 

Jars.a 

(6) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimnaksud pada ayat (2 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala UL 

(f) Tim Ahli meridiki tug.as untuk membatu pelas.araan togas ULP dala 

hal perbenian penielasan teknis (aamwier) betartan den9an 

pegadaan ya0g bers.fat husus 

(2) Anggota Tin Ahli berasal dan Pegarwai Negeri 0a/atar 9war-4.a 

(3) Jumlath an9ggota Timn Ahli seuak.an dengan kebtuhan 0an 

emampoar keuangan daera 

BAB V 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagia Kesatu 

engangkatan 

Pasal 10 

(1) Kepala. Sekretaris, K0ordinator Urusan dan Anggota Polkj UL 

ditetapkan oleh Bupati 

I 
saran benta aCara 



(2 Anggota Tun Ah ditetapian oleh PA/KA 

(3) Keala uLP dijabat secara e-officio oleh Asisten Ekonomi la 

Pernbangunan Setda Kabupaten Bek.asi 

(4) Sekretaris ULP ijabat secara or-officio oleh Kepala Bagan Administras 

embangunan Setda Kabupaten Bekasi, 

(5) K0ordinator Urusan Adrinistrars ijab.a secara e-officio oleh Kepala 

Subbagian engendaaan Program pada Bagan Arministrars4 

embangunan Setda Kabupaten Bekasi 

(6) K0ordinator Urusan lukum darn Sang9ah djabat secara ex-officio oleh 

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pad.a Bagan Arninis.trasi 

Pemnbangunan Setda Kabupaten Bekasi 

(7) K0ordinator Urus.an Perencanaan diabat secara ex-officio oleh Kepaa 

Subbagian Bina Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda 

Kabupate Beik.asi 

(8) Kepala, Sekretaris. Koordinator Urusan tan Anggota Pokja wajib 

memenuti persyaratan sebaga be.ut 

a. meritii integrtars. (dis.iplin la tang9g gawab dale el.coal 

tugas 

b memahari pekerjaan yang ak.an dia0da..a. 

• memaharni penis peke)aan tertentu yang men.ahr togas UL/ejab.at 

pengadaan yang bersa0g8utan 

d memahami isi dolumen. metode dan prosedur peg.adaa 

e tidak mempunyai hubungan eluarga den9g.an peiabat yang 

menetapkannya sebagai anggota ULP 

f meritiki sertifkat keahlian pengadaa Datang/as.a sesuai dengan 

kompetensi yang dipersyaratkan dan 

g menandatangami Pakta Integritas 

(1) Kepala ULP, Sekretaris ULP ibethentika oleh Bupati dengan 

mempertimbangkan ha-hal sebagai berikut 



(2 Aggoa Pola diberhentka oleh Bupati berdas.ark.an usulan kepala UL_P 

engan memperoroangk.an ha-hal sebagar benikut 

a masatugas sebagai Pegawai Negeri 
b perilaia dan rekorendarsi Bad@ Pectin.bang.an Jab.at.a ct 

Kepangkatan/Tim Penila 

c. pendapat Aparat Pengawars.an Internal Permenotah pada Permenotah 

Kabupaten Bekast atau 

d peraturan perundang-undangan tentang epegar eaian  

e  Melakukan pelaggaran Peraturan Perundang-undagain daoat.a 

KKN 

(2) Anggot Tin Ahli diberhentikan oleh AKA 

(3) Staf Pendukung UL.P giberhentikan oleh Kepala ULP 

BAB VI 

HUBUNGAN KER.JA 

Pasal 12 

(1) UL+wajib berkoordinasi dan menjalin hubung.an kejar engan 3PD 

(2) Hubunga kerja ULP dengan $Kp gebagaimana dimnaksud pada 

ayat (1) meliputi 

a meyarnpaska lap0ran sec.afa peniOlik tentang perkernbag.an 

pelaksanaan pengadaa 
b mengadakan konsultasi secara periodik at sesa en9a 

ebututan dalarn raga peyelesaia pefoala yang 0iha0dap 

dala proses pengadaan, darn 

c. memberikan pedoman dan petunjuk pengendalian peiaks.a0a0 

pengadaan yang diberkan oleh Bupati 

(3) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LK 

(4) Hubungan kerja ULP dengan L&pp sebagaimana dimnaksud pada 

ayat(), meliputi 

a mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuha dalam rangka 
penyeiesaian persoala yang dhadapi dala proses pengadan 

b melaksanal.an pedoman damn pet.yuk LKPP dalarn hal pengadaan 

barang/jasa dan 

• memberikan masuan kepads LKPP untuk perururs.an strategi da 

kebijakan pengadaan barang dan jasa 

(5) ULP dapat berkoordinasi dan menijahen hubungar kerjasauna deg.a1 
Instasi lain0ya 



(6) lubungan ear  uL  engan Instasi Lain0ya sebagaiaa dimnaks 

pada aryat (5) adalah mnemtasiltasi pengadaan melalui ULP ata$ 

permintaan Instasi lainnya yang dituangk.an dalam Nota Kesepak.atan 

Kenjasa0a 

BAB VI 

TUNJANGAN DAN HONORARIUM 
sl 13 

Pegawait Negeni Sipil yang ditugaskan i UL sebagai peyabat atau pelaksana 

berhak meterima tunjangan ala tambahan1 pen9has.ila yang DeSaTy.a 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 14 

Dengan dibertakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Noroe 29 

Tahun 2013 tentang Unit Layana Pengadaan (UL) Bar ag an  Jars.a 

Pernerintah Kabupaten Bekasi dicabut an dinyataka tidak belaku lag 

Pas 15 

Peraturan ini mulai bertaku pada tan9gal diundangan 

Agar setiap orang merge ta huinya, fernerintahk.an penguodangan Peraturan 
ini dengan penempatanoya dalamn Benita Daerah Kabupaten Bekasi 

di Cikarang Pusat 
A a4 

BUPAT BEKAS f 

EN�,.,_N,.,H YI.SIN 


